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Perkuat Sistem Keamanan Siber

Komisi | Kebut Bahas RUU KKS

KOMISI T DPR tengah mem-
percepat pembahasan RUU Ke-
amanan dan Ketahanan Siber
(KKS). Regulasi itu jadi langkah
strategis buat memperkuat sistem
keamanan stber nastonal, lerlebih
i tengah penimgkatan ancaman
kejahatan digital.

Anggota Komisi | DPR Andina
Thresia Narang menjelaskan,
Komisi [ DPR telah membentuk
Panitia Kerja (Panja) RUUKKS
agar Indonesia punya payung
hukum kokoh menghadap: per
kembangan teknolog. Keamanan
ruang siber kini jadi salah sa
aspek utarma dalam menjaga keta-
haman serta pertahanin negara,
“Makanya, penyelesatn pem-
bahasan RUU KXS harus segera
dituntaskan,” ujarya, kemann,

Andina menambahkan, anca-
man siber idak lagr berafal
nasional melankan telah ber-
kembang luas Jadi Kejahatan
lintas negara yang menyita
perhatian banyak negara. Selu-
ruh pemangku kepentingan di
Indonesia tidak boleh terting-
gal dalam membangun sistem
keamanan siber nasional yang

tangguh dan kuat melalur regu-
last komprehensif

Katanya, banyk negara telih 2§

lebih dahulu menyiapkan per-
angkat hukum mereka sendin,
sehingga Indonesia juga harus
bergerak cepat memiliki regulast
yang mampu menjawib seluruh
tantangan nyata di ruang digital
itu. “Kejahatan siber sudah resmu
Jadi persoalan internasional yang
dibadapt dunia global,” ucapny,
Senada, angzota Komisi | DPR
Slamet Anyad menekankan regy-
last baru i akan jadi lndasan
hukum kuat bagt negara dalam
memperkuial upaya pencegahan
berbagal serangan siber, Alurin
itu sekaligus berfungs penuh
melindungi data strategis mibk
negard maupun data prbadi se-
luruh Lapisam masyarakal.
Regulast itw juga akan mem-
perjelas seluruh pembagian tugas,
fimgsi, serta kewenangan penuh
antarinstansi Pemenintah di In-
donesta, Langkah strategis ini se-
nyzaja dirancang agar proses koor-
dinast, sinkronisasi, dan sinergl
dalam menjaga keamanan siber
nastonal bisa berjalan dengan jauh

Andina Thresia

lebi efekaf di lapangan nanti
Slamet menegaskan, penyu-
sunan RUU-KKS akan me-
ngedepankim prinsip partisipasi
publik yang bermakna dengan
melibatkam berbagar pemangku
kepentingan. “Komisi | akan
mengmpun masukan dart lem-
baga negara, akademist, orga-
nisasi masyarakat sipil, hingga
para pikar keamanan siber puna
memperkaya seluruh substansi
draf regulast,” katanya,
Berbagan pandangan masyarakat
itu akan jadi referenst dalam pe-

nyusunan RUU KKS secara me-
nyeluruh, Tujuannya adalah agar
regulast yang dibasilkan mampu
menjawab segala kebutuhan na-
stomal sekaligus mengantisipasi
perkembangan ancaman siber du-
i yang dinamis dan terusberubah
sehiap saal dan waktu ke wektu,
Masukan. dan berbagai pihak
dipastikan akan Jadi referensi
lama agar draf hukum itu mam-
pumemperkua sistem keamanan
mastonal, “Regulast it sengaja
dirancang demi mewujudkan
ketahanan siber nastonal secara
menyeluruh, kokoh, kompre-
hensif, serta mampu melindungy
segenap tumpah darah warga
Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menter
Hukum Eddy Hianigj mengung-
Kapkan, Pemermtah secara resmi
(elah mengimsiast pembahasin
RUUKKS, Langkah strategis imi
dawali ewat adanya instruksi
langsung dani Presiden Prabo-
wo Sublanto kepada sejumlah
mentert Jajaran kabinet pada
bulan Februart tahun 2026 demi
kepentingan nasional,
Paramentert terkant ditugaskan

unfuk segera membahas regulasi
it demi kepentingan nasional.
Pesatnya perkembangan teknolo-
gt sther membat ancaman lerha-
dap negara Jadi semakin nyata,
*[nt memerlukan penanganan
serius dart semua pihiak terkait
agar kedaulatan negara tetap
ferjaga dengan baik,” terangnya,
Saal im masyarakat idak bisa
dipisahkan dar ruang digital
dalam kehidupan setiap hari,
Sayangnya, kelergantungan
i memicy eskalasi ancaman
stber kompleks yang berpotenst
mengganggu stabilitas serta ke-
daulatan negara. Dampak neganf
ini harus diantisipast melalui
hukum yang jelas bag seluruh
warga masyaraka Indonesia.
Keterbatasan regulasi perlin-
dungan ruang siber membual
Upaya penangandn Lanangan di
Indonesia masth sangat kom-
pleks. Kondist it diperparah
lagi dengan adimya aktivitas ke-
Jahatan siber yang lerus mening-
kat dart tahun ke ahun. “Karena
il harus ada payung hukum
yang kuat untuk mengatasinya
segera,” tandasnya. mPY8
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